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BAB III 

GADAI DALAM SISTEM EKONOMI SYARIAH 

A. GADAI SEBAGAI TRANSAKSI EKONOMI 

SYARIAH 

1. Pengertian Gadai 

Transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut al-Rahn. 

Kata ak-Rahn berasal dari bahasa Arab “rahana-yarhanu-

rahanan” yang berarti menetapkan sesuatu.
1
 Menurut bahasa, 

al-rahn berarti tetap dan lestari, juga dikenal sebagai al-

habsu, yang berarti penahanan. Meskipun dikatakan 

"ni'matun rohmah" artinya: karunia yang tetap dan lestari. 

Ar-rahnu juga berarti al-tsabut dan al-habs, yang berarti 

penetapan dan penahanan. Ada juga yang menjelaskan Rahn 

yaitu terkurung atau terjerat. 

Rahn menurut istikah syara’ yaitu adalah menjadikan 

suatu benda bernilai menurut pandangan syara’, sebagai 

tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi 

tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat 

diterima. Sayyid Sabiq mengemukakan, bahwa rahn menurut 

syara’ ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta 

menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, hingga 

orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa 

mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Menurut M.A. 
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Tihami, rahn secara syara‟ adalah menjadikan penguasaan 

terhadap suatu harta benda sebagai jaminan piutang, dengan 

tujuan utang piutang itu terjamin pemenuhan pembayarannya 

manakala terjadi kesulitan dalam pembayarannya.
2
 

Dalam buku Fiqh Mua’amalah Kontemporer yang dikutip 

oleh Wasilatur Rohmaniyah, Menurut ulama Madzhab 

Maliki, rahn didefinisikan se-bagaimana “harta yang 

diciptakan oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan untuk 

hutang yang mengikat”, di sisi lain, mazhab Hanafi 

mengartikann rahn sebagai “barang jaminan sebagai hak 

(piutang) yang dapat digunakan untuk membayar hak-hak 

tersebut, baik itu Semua atau sebagian".  

Madzhab Syafi`I dan Hambali mendefinisikan rahn 

sebagai perjanjian untuk menghasilkan bahan (barang) 

sebagai jaminan pelunasan utang, barang jaminan dapat 

digunakan sebagai pelunasan jika orang yang berhutang tidak 

bisa melunasi hutangnya.
3
 

Adapun yang dimaksud dengan pengertian rahn yaitu:
4
 

1. “akad yang objeknya menahan harga terhadap 

sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayarannya 

dengan sempurna darinya,” 

                                                             
2
 Ru’fah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Serang: Media Madani, 2020), 

h. 159. 
3
 Wasilatur Rohmaniyah, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Duta 

Media, 2019), h. 151. 
4
 Ru’fah Abdullah, Fiqih Muamalah, h. 160. 
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2. “Menjadikan suatu benda berharga dalam 

pandangan syara‟ sebagai jaminan atas hutang 

selama ada dua kemungkinan, untuk 

mengembalikannya utang itu atau mengambil 

sebagian benda itu.” 

3. Gadai merupakan akad perjanjian pinjam-meminjam 

dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan 

utang. 

4. Jaminan utang. “Menjadikan harta sebagai jaminan 

utang.” 

5. “Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan 

utang.” 

6. Gadai adalah menjadikan harta benda sebagai 

jaminan atas utang. 

7. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan 

atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang. 

8. Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai 

menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang 

dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu 

seluruh atau sebagian utang dapat diterima. 

Dalam Pasal 1150 KUH Perdata, gadai memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: (1) gadai diberikan atas benda 

bergerak; (2) gadai harus dikeluarkan dari penguasaan 

pemberi gadai; (3) gadai memberikan hak kepada kreditur 

untuk memperoleh pelunasaan terlebih dahulu atas 
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piutang kreditur; (4) gadai memberikan kewenangan 

kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan utang 

tersebut. Oleh karena itu makna gadai dalam bahasa 

hukum perundang-undangan disebut sebagai barang 

jaminan, agunan, runguhan, cagar, dan tanggungan. 

Rahn menurut pendapat ulama Syafi’iyyah yaitu  

ja‟ilu ainin yajuzu bay‟uha washiqatan bidaynin yustaufa 

minha „inda ta‟adhuri wa faihi “menjadikan suatu barang 

yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari 

harganya , bila yang berutang tidak sanggup membayar 

utangnya.”
5
 

Kalangan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah 

memberikan definisi rahn adalah kegiatan utang piutang 

di mana menjadikan barang sebagai jaminannya sebagai 

pembayar utang bila dikemudian hari terjadi kondisi yang 

berutang tidak mampu membayar utangnya. sementara itu 

kalangan ulama Malikiyah memberikan definisi rahn 

adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan 

utang yang bersifat mengikat. Bentuk harta yang dijadikan 

jaminan oleh kalangan ulama Maliki adalah bersifat 

materi maupun harta yang bersifat manfaat tertentu, hal 

ini berbeda dengan kalangan ulama Syafi’iyah dan 

Hanabilah yang tidak memasu kkan harta yang bersifat 

manfaat sebagai objek gadai. Dari kalangan ulama 

                                                             
5
 Ade Sofyan Mulazid, Keduudkan Sistem Pegadaian Syariah, 

(Jakarta: Kencana, 2016), h. 4. 
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Hanafiyah mengatakan bahwa rahn adalah menjadikan 

sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang 

yang mungkin dijadikan sebagai pembayar piutang, baik 

seluruhnya maupun sebagian. 
6
 

2. Dasar Hukum Gadai 

Allah SWT berfirman dalam surat al-Muddatsir: 38 yang 

merupakan landasan hukum pinjam-meminjam dengan 

jaminan (borg): 

ُِْٛحٌَ  ﴿ ا كَسَثتَْ رَ ًَ ﴾٨٣كُمُّ َفَْسٍ تِ  

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatnya. (QS. Al-Muddatsir: 38). 

Selain dari pada itu Allah SWT juga berfirman dalam 

surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi: 

 ٌٌ نىَْ تجَِذُٔا كَاتثِاً فزَِْاَ َٔ ٰٗ سَفزٍَ  ُْتىُْ عَهَ ٌْ كُ ئِ َٔ

 ًِ ٍَ تعَْضُكُىْ تعَْضًا فهَْٛإَُدِّ انَّذِ٘ اؤْتُ ٌْ أيَِ ِ ٍَ يَقْثُٕضَحٌ ۖ فاَ

ٓاَ  ًْ ٍْ ٚكَْتُ يَ َٔ ٕا انشَّٓاَدَجَ ۚ  ًُ لََ تكَْتُ َٔ  ۗ ُ َ رَتَّّ نْٛتََّقِ اللََّّ َٔ أيََاَتََُّ 

ٌَ عَهِٛى} هُٕ ًَ ا تعَْ ًَ ُ تِ اللََّّ َٔ ُ آثىٌِ قهَْثُُّ ۗ  {3٣٨فاَََِّّ   

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 

penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
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kamu mempercayai sebagaian yang lain, maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 

janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. 

Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka 

Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjaka.”. (QS. Al-

Baqarah: 283) 

Surat Al-Baqara: 283 menyatakan bahwa untuk 

memperkuat akad utang dapat dilakukan secara tertulis, yang 

dibuktikan dengan dua orang saksi laki-laki atau satu orang 

laki-laki dan dua orang saksi perempuan. 

Ahmad, Bukhari, Nasa’i dan Ibn Majah dari Anas r.a. 

dikatakan: 

سَهَّىَ  َٔ  ِّ آنِ َٔ  ِّ ْٛ َّٙ صَمَّ اللَُّ عَهَ ِ ٍَ انَُّ ٍْ أََسٍَ، قاَلَ: رََْ عَ

ُْٚحَِ؛ ذِ ًَ دِٖ تاِنْ ْٕ ُْذَ َُٚٓ ِّ.  دِرْعًانَُّ، عِ ْْهِ ْٛزًا لَِِ ُُّْ شَعِ أخََذَيِ َٔ

 }رٔاِ أحًذٔانثخزٖ ٔانُسأىٗ، ٔاتٍ ياجّ{

“Dari Anas ra ia berkata: Rasulullah saw, 

menangguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah 

ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi.” 

(HR. Ahmad, Bukhari dan lainnya).
7
 

                                                             
7
 Ru’fah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Serang: Media Madani, 2020), 

h. 161. 
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Dapat dipahami dari hadits di atas bahwa Islam dalam 

bidang muamalah tidak membedakan antara Muslim dan 

non-Muslim, sehingga seorang Muslim tetap harus 

membayar hutangnya kepada non-Muslim. Para ulama setuju 

bahwa gadai ini diperbolehkan. Mereka tidak pernah 

menentang persetujuan dan dasar hukum gadai. Jumhur 

berpendapat disyariatkannya ada waktu tidak berpergian dan 

waktu berpergian, berlandasan kepada perbuatan Rasulullah 

saw terhadap orang Yahudi di Madinah.
8
 

Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Aisya ra ia 

berkata: 

 ِّ ْٛ ُ عَهَ ِ صَهَّٗ اللََّّ ٍْ عَائشَِحَ قاَنتَْ اشْتزََٖ رَسُٕلُ اللََّّ عَ

ٍْ حَذِٚذٍ  رَََُُّْ دِرْعًا يِ َٔ ٍّ٘ طعََايًا  ٍْ َُٕٚٓدِ سَهَّىَ يِ َٔ  

“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang 

Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu 

beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. 

(HR. Bukhori dan Muslim). 

Kebolehan status hukum gadai telah disepakati oleh 

jumhur ulama, jumhur ulama membolehkan gadai 

berlandasan pada kisah Nabi Muhammad SAW. Yang mana 

Nabi Muhammad SAW menggadaikan baju besi-Nya untuk 

mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Selain itu para 

ulama juga mengambil petunjuk dari contoh Rasulullah 
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SAW  ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi 

kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi 

bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad 

SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang 

biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang 

diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.
9
 

Terdapat juga dalam kaidah fiqih:
10

 

ْٛمُ عَهَٗ الَِصَْمُ فِٗ  نِ اْلِشَْٛاَءِ اْلِإ تاَ حَح حَتَّٗ ٚذَُ لَّ اْنذَّ

 انتَّحْزِٚىِْ 

“Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai 

adanya dalil yang menunjukan keharamannya”. 

Kaidah ini menjelaskan tentang dasar hukum dalam 

islam pada dasarnya adalah mubah (sesuatu yang bila 

dikerjakan atau ditinggalkan tidak membawa pahala atau 

dosa). Semua perbuatan manusia dengan apa yang 

dikerjakannya pada dasarnya adalah mubah. Begitu juga 

dengan perlakuan gadai tanah, hukum asalnya adalah mubah 

kecuali ada dalil yang menyebabkan haram dalam perbuatan 

tersebut. 

 

                                                             
9
M. Sulaeman Jajuli, Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam, 

(Sleman: CV.Budi Utama, 2015),h. 91. 
10

 M. Sulaeman Jajuli, Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam, 

(Sleman: CV.Budi Utama, 2015),h. 92-93. 
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صَانحِِ  ًَ فاَسِذِ يُقذََّوٌ عَهَٗ جَهْةِ اْن ًَ  دَفعََ اْن

“Menolak Mafasadat didahulukan dari pada meraih 

mafsadat” 

Kaitannya kaidah ini dengan konsep jaminan kepastian 

hukum gadai tanah bahwa perbuatan dan perlakuan yang 

dilakukan murtahin harus memberikan kemaslahatan. 

Dengan adanya jaminan yang diberikan rahin maka 

kemaslahatan akan terbangun, kedua belah pihak akan 

merasa saling tenang dan nyaman. Dengan adanya kepastian 

hukum, maka pihak rahin akan merasa bahwa barang yang 

dijaminkan akan kembali padanya. 

Selain itu di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Pasal 1150 sampai Pasal 1160 dan peraturan perundang-

undangan lainnya terdapat dasar hukum gadai, menurut KUH 

Perdata:
11

 

 Pasal 1150 

 “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atau 

suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh 

kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas 

utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur 

untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu 

dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan 
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 Amran Saudi, Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 132. 
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pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan 

putusan atas tuntutan pengenai pemilikian atau 

penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang 

dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang 

harus didahulukan.” 

 Pasal 1151 

“Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang 

diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.” 

 Pasal 1160  

“Gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu 

dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli 

waris kreditur. Ahli waris debitur yang telah membayar 

bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya 

dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasi 

sepenuhnya. Di lain pihak, ahli waris kreditur yang telah 

menerima bagiannya dan piutang itu, tidak boleh 

mengembalikannya tentang gadai itu atas kerugian 

sesama ahli warisnya yang belum menerima 

pembayarnnya.”  

3. Rukun dan Syarat Gadai 

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda 

memiliki beberapa rukun. Adapun rukun gadai menurut M. 

Abdul Madjid dkk yaitu:
12
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 Ru’fah Abdullah, Fiqih Muamalah, h. 162. 
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1. Lafaz (akad) 

2. Rahn (penggadai) dan murtahin (orang yang 

menerima gadai) 

3. Barang yang digadaikan 

4. Ada utang 

Barang gadaian akan berada ditangan penerima gadai 

apabila barang gadai itu mudah disimpan, misalnya pakaian, 

emas, tunggangan dan sebagainya. Jika branag gadaian itu 

berupa tempat tinggal, tanah, ternak dan lain sebagainya, 

maka barang tersebut berada ditangan penggadai. Tetapi jika 

barang gadaian dapat diambil kegunaannya maka sepanjang 

tidak mengurangi nilai aslinya  penerima gadai bisa 

mengambil kegunaannya. Contoh barang gadai yang dapat 

diambil kegunaannya yaitu seperti kuda, lembu, kerbau, 

mobil dan sepeda motor, serta jasa yang diperoleh diimbangi 

menggunakan ongkos pemeliharaan.  

Rukun ar-rahn, menurut para ulama Hanafi, hanyalah 

ijab dan kabul. Selanjutnya, mereka mengatakan bahwa agar 

menjadi sempurna dan mengikat, pemberi pinjaman harus 

memiliki hak penguasaan atas barang tersebut. Menurut para 

ulama hanafi, harta yang digunakan sebagai agunan (al-

marhun) dan utang (al-marhun bih) hanya mencakup 

ketentuan ar-rahn, bukan rukunnya. Adapun dua orang yang 
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mengadakan akad dan yang menandatangani kontrak yaitu 

(ar-rahn dan al-murtahin).
13

 

Syarat-syarat dalam rahn adalah marhun (barang yang 

digadaikan) bisa diperjualbelikan atau berupa harta, 

diketahui jelas, milik rahin (penggadai) sendiri. Rahn hanya 

berlaku jika barang gadai dipegang oleh murtahin (penerima 

gadai) berdasarkan kalam-Nya:”…maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)…” 

Pemberian sifat qabdh (yang dipegang) ini menjadi syarat. 

Proses rahn boleh saja diurus oleh orang lain yang dapat 

dipercaya (petugas), bukan murtahin karena jaminan tetap 

ada pada petugas tersebut.  

Barang gadaian menjadi barang amanah bagi murtahin 

karena dia bisa menahan barang atau atas izin rahin. Dan 

seperti amanat-amanat yang lain, murtahin tidak 

berkewajiban untuk menanggung kerusakan barang gadaian, 

kecuali jika ada unsur kesengajaan. Apabila dia merusakkan 

barang tersebut bukan karena sengaja atau teledor, dia tidak 

wajib menggantinya dan utang tidak gugur karena kejadian 

ini. Rahin harus melunasi utangnnya semua, baru barangnya 

yang digadaikan bisa diambil kembali. Apabila dia baru bisa 

melunasi sebagian utang, dia belum boleh mengambil 
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 Abdul Rahman Ghazaly, dkk. Fiqiih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 

2010), h. 267. 
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kembali semua atau sebagian barangnnya karena barang 

yang digadaikan adalah jaminan pelunasan semua utang. 
14

 

Adapun syarat-syarat rahn yaitu:
15

 

1) Akad ijab Kabul, seperti seseorang berkata: “Aku 

gadaikan mejaku ini dengan harga Rp.10.000,00” dan 

yang satu lagi menjawab, “Aku terima gadai mejamu 

seharga Rp.10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain 

dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau 

yang lainnya. 

2) Aqid, yaitu yang menggadaikan (rahin) dan yang 

menerima gadai (murtahin). Adapun syarat bagi yang 

berakad adalah ahli tashauf, yaitu mampu 

membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami 

persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. 

3) Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada 

benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu 

tidak rusak sebelum janji utang harus di bayar. 

Rasulullah saw bersabda: 

 ُُُّْْ ْٛعُُّ جَاسَرَ   كُمُّ يَا جَا سَتَ

“Setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh 

dijadikan borg (jaminan) gadai.”
16

 

                                                             
14

 Mohamed Osman El-Khosht, Fiqih Wanita Dari Klasik Sampai 

Modern, (Solo: Tinta Medina, 2013), h. 259. 
15

 Ru’fah Abdullah, Fiqih Muamalah, h. 162. 
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 Menurut Ahmad bin Hijaz, bahwa yang bisa 

dijadikan agunan dalam persoalan gadai terdapat tiga 

macam, yaitu: Pertama, Kesaksian, Kedua, Barang 

gadai serta Ketiga, Barang tanggungan. 

 Para pengikut Imam Asy-Syafi’I menyatakan 

barang gadai (al-marhun bih) memiliki tiga syarat, 

yaitu: Pertama, ia harus berupa utang, karena utang 

digadaikan dalam bentuk benda nyata. Kedua, ia harus 

berupa kewajiban. Gadai tidak boleh dilakukan 

sebelum adanya kewajiban. Misalnya ketika seseorang 

menggadaikan sesuatu dengan sesuau yang ia pinjam. 

Tapi ini dibolehkan oleh Imam Malik. Ketiga, 

keharusannya tidak boleh belum tentu terjadi, atau 

tidak mungkin terjadi. Contohnya gadai budak kitabah. 

Ini adalah pendapat yang dekat dengan pendapat Imam 

Malik.
17

 

4) Ada utang, diisyaratkan keadaan utang telah tetap. 

Rahn akan dianggap sempurna apabila barang-

barang yang di gadaikan itu secara umum telah berada 

di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan 

telah diterima peminjam uang, pernyataan tersebut 

                                                             
17

 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Jilid 2, 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), h. 506. 
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merupakan menurut kesepakatan para ulama fiqh. Jika 

agunan berupa barang tidak bergerak seperti rumah 

dan tanah, cukup dengan menyerahkan surat jaminan 

atau surat-surat tanah kepada pemberi hutang. Syarat 

terakhir untuk melengkapi ar-rahn adalah penguasaan 

agunan secara hukum oleh pemberi hutang. Hal ini 

sangat penting karena Allah SWT dalam QS. Al-

Baqarah: 283 menunjukkan bahwa jaminan itu secara 

sah dipegang atau dikuasai oleh pemberi hutang.
18

 

Menurut ulama fiqh syarat-syarat rahn yaitu: 

1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad ialah 

cakap bertindak hukum, menurut jumhur ulama 

kecakapan dalam hukum yaitu orang yang telah baligh 

dan berakal sehat. Berbeda dengan ulama Hanafiyah, 

orang yang telah cakap hukum tidak disyariatkan 

baligh tetapi cukup kedua belah pihak yang berakal 

sehat. Menurut mereka anak kecil yang mumayyiz dan 

yang telah mendapat persetujuan dari walinya  untuk 

melakukan akad gadai boleh melakukan akad gadai.  

2) Syarat marhun bih (utang) syarat dalam hal ini adalah 

wajib dikembalikannya oleh debitur kepada kredtur, 

hutang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut dan 

hutang itu harus jelas dan tertentu (spesifik). Adapun 
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syarat-syarat al-Marhun bihi menurut ulama 

Hanafiyah yaitu:
19

 

a. Al-Marhun bihi harus merupakan hak yang wajib 

diserahkan kepada pemiliknya. Karena jika al-

Marhun bihi bukan sebuah hak yang wajib 

diserahkan kepada pemiliknya, maka tidak ada 

alasan untuk memberikan sesuatu yang digadaikan 

sebagai jaminannya. 

b. Al-Marhun bihi harus berupa utang yang 

dimungkinkan untuk dipenuhi dan dibayar dari al-

Marhun (barang yang digadaikan). Apabila al-

Marhun bihi tidak mungkin untuk terbayarkan dari 

al-Marhun, maka akad ar-Rahn tidak sah. Karena 

al-Irtihaan (menerima gadai) tujuannya adalah 

untuk al-Istiifaa‟ tidak ada, berarti ar-Rahn dan 

tujuannya juga tidak ada. 

c. Hak menjadi al-Marhun bihi harus diketahui 

dengan jelas dan pasti. Oleh karena itu, tidak sah 

suatu akad ar-Rahn dengan al-Marhun bihi berupa 

hak yang tidak diketahui dengan jelas dan pasti. 

Jika seseorang memiliki dua tanggungan yang 

terutang kepada yang lain, dan dia menyerahkan 

barang jaminan kepadanya sebagai jaminan untuk 
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salah satu dari dua hutang, tanpa menentukan 

hutang yang mana, maka ar-Rahn batal.    

 Sementara itu, ulama Syafi’iyyah dan ulama 

Hanabilah mensyaratkan tiga hal terhadap al-Marhun 

bihi yaitu:
20

 

a. Al-Marhun bihi harus berupa ad-Dain 

(tanggungan utang) yang positif dan wajib, seperti 

pinjaman utang (al-Qardh), nilai harga barang 

yang dirusakkan, atau berupa kemanfaatan seperti 

pekerjaan yang wajib ditunaikan atas dasar akad 

ijaarah (mengupah seseorang untuk melakukan 

pekerjaan) yang masih berada dalam tanggungan 

pihak ajiir seperti ajiir musyatarak (seseorang 

yang diupah untuk melakukan dua pekerjaan) 

yang disewa atau dipekerjakan untuk menjahit 

baju dan membangun rumah, atau untuk 

membawakan sesuatu yang ditentukan dengan 

jelas ke suatu tempat tertentu yang jelas pula. 

Akad ar-Rahn dengan al-Marhun bihi berupa 

kemanfaatn seperti ini hukumnya sah, karena 

kemanfaatan (jasa) yang ada memungkinkan 

untuk dipenuhi dari al-Marhuun dengan cara 

menjualnya dan menggunakan harga hasil 
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penjualannya untuk mendapatkan kemanfaatan 

tersebut. 

b. Utang yang dijadikan al-Marhun bihi sifatnya 

harus sudah laazim (positif dan mengikat) atau 

akan berujung menjadi laazim. Oleh karena itu 

sah mengadakan akad al-Rahn dengan al-Marhun 

bihi berupa harga pembelian setelah akad jual beli 

yang ada positif dan berlaku mengikat, seperti 

halnya juga sah mengadakan akad ar-Rahn 

dengan al-Marhun bihi berupa harga pembelian 

ketika masih di masa-masa al-Khiyaar sebelum 

akad jual beli yang ada positif dan berlaku 

mengikat. Karena akad jual beli tersebut akan 

menjadi positif dan berlaku mengikat setelah 

selesainya masa al-Khiyaar.  

 Apabila mengadakan akad ar-Rahn dengan 

al-Marhun bihi berupa utang atau angsuran 

pembayaran di dalam akad al-Mukaatabah 

(pemerdekaan budak dengan syarat si budak 

menyerahkan sejumlah harta kepada majikannya) 

itu tidak sah.  Karena utang tersebut statusnya 

tidak positif dan tidak brelaku mengikat. 
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c. Utang yang dijadikan al-Marhun bihi harus diketahui 

dengan jelas spesifikasinya oleh kedua belah pihak, 

yaitu kadar dan sifatnya. Jika seandainya utang yang 

menjadi al-Marhun bihi tidak diketahui dengan jelas 

oleh kedua belah pihak atau oleh salah satunya, atau 

tanggungan utang yang mana yang dijadikan al-

Marhun bihi, maka akad ar-Rahn tidak sah.
21

 

Ulama Malikiyyah mensyaratkan, al-Marhun bihi 

harus berupa tanggungan utang. Oleh karena itu, tidak 

sah mengadakan akad ar-Rahn dengan al-Marhun 

bihi berupa sesuatu yang bersifat amanat seperti 

wadii‟ah (barang titipan), mudharabah (bagi hasil, 

seseorang menyerahkan sejumlah harta kepada orang 

lain untuk ia putar dan investasikan dengan 

menentukan bagiannya dari keuntungan yang 

didapatkan). Begitu juga, mereka mensyaratkan utang 

tersebut berada dalam tanggungan. Maka karena itu, 

tidak sah mengadakan akad ar-Rahn dengan al-

Marhun bihi berupa barang tertentu dan kemanfaatan 

barang tertentu. Oleh karena itu tidsk sah 

mengadakan ajad ar-Rahn dengan al-Marhun bihi 

berupa utang atau angsuran pembayaran akad al-

Mukaatabah.
22
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3) Syarat marhun (agunan)  menurut ahli fiqh syarat 

marhun yaitu harus dapat di jual dan nilainya 

seimbang dengan besarnya hutang. Selain itu 

jaminan/marhun harus dapat dimanfaatkan menurut 

ketentuan islam dan juga harus bernilai, jaminan harus 

merupakan harta yang utuh, harus milik sah debitur 

dan harus dapat diserahterimakan kepada pihak lain 

baik materi maupun manfaatnya. Selain itu 

jaminan/marhun harus dapat ditunjukkan, harus jelas 

dan jaminan/marhun tidak terkait dengan orang lain. 

Menurut ulama Hanafiyyah al-Marhun 

disyaratkan harus berupa harta yang diketahui dengan 

jelas dan pasti, yang memiliki nilai, bisa untuk 

dipegang, bisa untuk diserahkan, dikuasai, terpisah 

dan teridentifikasi, tidak tercampur dengan sesuatu 

yang tidak termasuk al-Marhun, baik itu harta mitsli 

ataupun harta qiimi, baik itu berupa harta tidak 

bergerak atau harta bergerak. Adapun penjelasan 

syarat-syarat ini yaitu:
23

 

a. Al-Marhun harus bisa dijual, sebagian ulama 

fuqaha menyepakati syarat ini. Syarat ini 

merupakat pendapat ulama Hanafiyyah, ulama 

Syafi’iyyah menurut pendapat yang azhhar, 

zhahir riwayat-riwayat yang ada menurut ulama 
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Malikiyyah sebagaimana yang diteliti dan 

ditetapkan oleh ad-Dasuqi, dan merupakan salah 

satu versi pendapat ulama Hanabilah. 

b. Al-Marhun harus berupa harta, jika 

menggadaikan sesuatu seperti bangkai, hasil 

buruan tanah haram, hasil buruan seseorang yang 

sedang keadaan ihram atau menggadaikan 

sesuatu yang tidak berupa harta, maka praktik 

gadai menjadi tidak sah.  

c. Menggadaikan kemanfaatan, Para fuqaha 

menyatakan bahwa tidak sah menggadaikan 

kemanfaatan menempati rumahnya selama satu 

bulan atau lebih. Mengingat kemanfaatan bukan 

termasuk harta menurut Hanafiyyah. Ulama lain 

selain ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa 

manfaat tidak dapat diserahkan karena tidak ada 

pada saat akad. 

Sedangkan menurut pendapat ulama 

Syafi’iyah jika memang sejak awal kemanfaatan 

dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan, maka 

kemanfaatan itu tidak sah. oleh sebab itu, boleh 

menggadaikan kemanfaatan tanpa memunculkan 

akad ar-Rahn, seperti adanya sesorang yang 

meninggal dunia padahal orang itu masih 

mempunyai hak berupa suatu kemanfaatan 
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sedangkan pada saat yang sama, orang itu juga 

mempunyai kewajiban utang.  

d. Al- Marhun harus mutaqawwam (memiliki nilai) 

e. Menggadaikan minuman keras dan babi, 

berdasarkan syarat ini tidak sah seorang muslim 

menggadaikan minuman keras atau babi, juga 

tidak boleh menerima barang gadaian berupa 

minumankeras dan babi dari seorang muslim 

lainnya atau dari kafir dzimmi. Kaum kafir 

dzimmi boleh menggadaikan dan  menerima 

gadai berupa minuman keras dan  babi di antara 

sesama mereka sendiri, sebab minuman keras 

serta babi bagi mereka adalah termasuk harta, 

sama mirip cuka dan  kambing bagi kaum 

muslimin. 

f. Al-Marhun harus diketahui dengan jelas dan pasti 

g. Menggadaikan sesuatu yang tidak diketahui 

dengan jelas dan pasti, meskipun mengandung 

unsur jahaalah (ketidakpastiaan) tetapi tetap sah 

untuk dijual, maka sah juga untuk digadaikan. 

sedangkan sesuatu yang mengandung unsur 

jahaalah namun tidak sah dijual, maka tidak sah 

juga untuk digadaikan.
24
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h. Al-Marhun statusnya harus milik ar-Rahn,  syarat 

ini bukan merupakan syarat sah akad ar-Rahn 

tetapi syarat berlaku efektifnya akad ar-Rahn. 

Oleh kerena itu, sah seseorang menggadaikan 

harta orang lain tanpa izin atas dasar kewenangan 

yang sah, seperti ayah atau washi (orang yang 

ditunjuk mengasuh dan mengelola harta anak 

yatim). Pernyataan tersebut menurut pendapat 

ulama  Hanafiyyah. 

Sedangkan ulama Hanabilah dan 

Syafi'iyyah berpendapat bahwa tidak sah 

menggadaikan harta orang lain tanpa persetujuan 

orang tersebut. karena tidak sah untuk menjual 

milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. 

Selain itu harta itu tidak bisa diserahkan serta 

tidak bisa dijual untuk membayar kewajiban 

utang pihak ar-Rahn kepada al-Murtahin. 

i. Al-Marhun harus mufarragh (tidak ditempeli 

sesuatu yang tidak ikut digadaikan), maksudnya 

tidak dalam kondisi masih menyangkut sesuatu 

yang menjadi hak ar-Rahn.  

j. Al-Marhun harus muhawwaz (tidak menempel 

pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan), oleh 

karena itu, tidak sah menggadaikan buah yang 

ada pada pohon tanpa menyertakan pohonnya, 
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tidak sah menggadaikan hasil pertanian tanpa 

menyertakan tanahnya. Karena tidak mungkin 

mengendalikan buah yang masih ada di pohon 

atau tanaman pertanian yang masih di tanam 

tanpa pohon atau lahan. 

k. Al-Marhun harus mutamayyiz (terbedakan dan 

tertentukkan), maksudnya tidak dalam bentuk 

bagian yang masih umum dari sesuatu (musyaa‟), 

berdasarkan syarat ini, maka tidak sah 

menggadaikan separuh rumah atau seperempat 

kendaraan, walaupun itu digadaikan kepada 

syariik (pihak yang ikut memiliki barang 

tersebut).  

Alasan mengapa al-Marhun disyaratkan 

harus mufarragh, muhawwaz dan mutamayyiz 

yaitu dikarenakan al-Qabdhu (pemegang 

terhadap al-Marhun) ialah syarat berlaku 

mengikatnya suatu akad ar-Rahn, bukan syarat 

sahnya, sedangkan al-Qabdhu tidak bisa 

dilakukan selama ada hal-hal yang menjadi 

pengahalang seperti di atas. Akad ar-Rahn dapat 

dikatakan sempurna dan berlaku mengikat jika 

al-Marhun telah berada ditangan al-Murtahin 

dalam keadaan mufarragh, muhawwaz dan 

mutamayyiz.
25
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dalam keadaan mufarragh, muhawwaz dan 

mutamayyiz.
26

 

4) Menurut ulama Hanafiyah akad ar-Rahn sama dengan 

akad jual beli, apabila akad itu dibarengi dengan 

syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan 

datang, maka syaratnya menjadi batal. Oleh karena 

itu, dalam akad ar-rahn tidak boleh dikaitkan dengan 

syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan 

datang. Jika orang yang berhutang mensyaratkan 

tenggang waktu hutang sudah habis dan  hutang belum 

dibayar, maka ar-rahn itu diperpanjang satu bulan 

atau pemberi hutang mensyaratkan harta agunan itu 

boleh dimanfaatkannyna, maka akad tersebut 

dikatakan sah. 

Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan  Hanabilah berkata 

bahwa apabila kondisi syarat itu merupakan syarat yang 

mendukung kelancaran akad itu dan  tidak bertentangan 

menggunakan tabiat akad rahn maka syarat itu dibolehkan 

serta tidak batal. ke 2 syarat dalam contoh yang sudah 

dijelaskan di atas (per-panjangan ar-rahn satu bulan serta 

marhun/agunan boleh dimanfaatkan), ter-masuk syarat yang 

tidak sesuai dengan tabiat ar-rahn karenanya syarat itu 

dinyatakan batal. Adapun syarat yang dibolehkan contohnya 
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yaitu pihak pemberi hutang minta supaya akad disaksikan 

dua orang saksi. 

Syarat yang disyaratkan di dalam akad ar-Rahn 

menurut ulama Syafi’iyah ada tiga yaitu:
27

 

a. Syarat yang sah 

Mensyaratkan di dalam akad ar-rahn dengan 

sesuatu yang sesuai dengan tuntutan atau konsekuensi 

akad ar-Rahn itu sendiri, seperti halnya pihak rahn harus 

mengutamakan pihak murtahin untuk dilunasi utangnya 

walaupun pihak rahn juga mempunyai tanggungan utang 

kepada orang lain, pernyataan tersebut merupakan syarat 

sah dalam akad ar-Rahn. Atau, misalnya, mensyaratkan 

sesuatu dalam akad ar-rahn yang menguntungkan akad 

ar-rahn itu sendiri dan tidak menimbulkan kesan unsur al-

jahaalah (tidak diketahui dan tidak pasti), seperti 

persyaratan untuk mempersaksikan akad ar-rahn yang 

ada. Seperti halnya akad jual beli, akad ar-rahn yang 

disertai dengan syarat-syarat seperti ini adalah sah, begitu 

pula syarat-syaratnya. 

b. Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku 

Misalnya syarat hewan yang digadaikan tidak boleh 

memakan ini atau itu adalah contoh syarat tanpa 

kemaslahatan atau tujuan. Jadi meskipun syarat-syarat 
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seperti ini tidak sah, Akad Ar-Rahn yang ada tetap 

berlaku.
28

 

c. Syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad ar-rahn 

yang ada ikut menjadi tidak sah 

yaitu mensyaratkan sesuatu yang merugikan salah 

satu pihak. Misalnya, jika utang yang ada telah jatuh 

tempo dan pihak rahn belum membayar jumlah yang 

terutang, murtahin tidak boleh menjual barang yang 

digadaikan, kecuali misalnya setelah satu bulan. Atau 

mensyaratkan murtahin untuk menggunakan dan 

memanfaatkan barang yang digadaikan tanpa dibatasi 

jangka waktunya dan juga tidak dijelaskan berapa 

pendapatan hasil dari sewa barang gadai tersebut, atau 

menjanjikan hasil panen/olahan dari suatu barang yang 

digadaikan lalu diberikan kepada pihak murtahin. Dalam 

hukum islam syarat ini tidak sah karena apa yang 

dijadikan jaminan tersebut mengandung unsur 

ketidakpastian. Sebagaimana  dijelaskan dalam hadits 

berikut:  

 َٕ ْٛسَ فِٙ كِتاَبِ اّللَِّ فَُٓ تاَطِمٌ كُمُّ شَزْطٍ نَ  

“Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam 

KItabullah, maka syarat tersebut batal dan tidak sah.”
29 
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Azhar berpendapat bahwa selain ketentuan-

ketentuan di atas batal dan tidak dapat dilaksanakan, akad 

yang memuat syarat-syarat tersebut juga tidak dapat 

dilaksanakan dan tidak sah. Karena dapat merugikan 

murtahin dan bertentangan dengan apa yang dikehendaki 

oleh akad. 

Ketentuan akad ar-rahn tidak sah jika disertai 

dengan syarat tambahan yang berasal dari sesuatu yang 

digadaikan, seperti bulu atau anak hewan ketika 

digadaikan adalah seekor hewan atau buah pohon ketika 

digadaikan adalah pohon. Karena pada saat 

berlangsungnya akad, hasil barang yang digadaikan belum 

diketahui dan belum ada. 

Menurut ulama Malikiyyah, setiap syarat yang 

tidak bertentangan dengan ketentuan akad dan tidak 

mengarah pada perbuatan yang haram adalah sah. Adapun 

syarat-syarat yang bertentangan dengan yang diharapkan 

dalam akad, maka syaratnya adalah tidak sah, sehingga 

akad tersebut menjadi batal. Seperti dalam akad rahn 

yang mewajibkan gadai berada di tangan rahn dan tidak 

dipegang oleh murtahin, atau mewajibkan agar gadai 

tidak dijual ketika hutang yang ada telah jatuh tempo, atau 

barang yang digadaikan tidak boleh digadaikan, atau tidak 



 70 

boleh dijual kecuali dijual dengan harga yang diinginkan 

rahn.
30

 

Adapun syarat-syarat haram yang mengakibatkan 

batalnya akad, seperti orang yang menggadaikan sesuatu, 

dengan syarat hutang yang ada sudah jatuh tempo, tetapi 

rahn tidak membayar hutangnya, maka barang yang 

digadaikan itu menjadi hak milik murtahin. Syarat 

sedemikian adalah haram dan membatalkan kontrak yang 

ada. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut: 

ِ٘ رَََُُّْ  ِّ انَّذ ٍْ صَا حِثِ ٍُ يِ ْْ  لََٚغَْهقَُ انزَّ

“Barang yang digadaikan tidak dipisahkan 

kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah 

menggadaikannya (maksudnya, pihak al-Murtahin tidak 

bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak ar-

Rahn tidak mampu untuk menebusnya atau dengan kata 

lain ketika pihk ar-Rahn tidak membayar utang yang ada 

ketika utang tesebut telah jatuh tempo).”
31

 

Dapat disimpulkan bahwasannya menurut ulama 

Malikiyyah dan ulama Hanabilah syarat dalam akad 

terdapat dua macam yaitu sah dan faasid (batal atau tidak 

sah).  Syarat yang mengandung kemaslahatan akad, tidak 

bertentantangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad 

dan tidak membawa kepada sesuatu yang dibenci oleh 

syara’ itu merupakan definisi syarat yang sah, seperti 

mensyaratkan di dalam ar-Rahn bahwa barang yang 

digadaikan harus ditangan al-„Adl satu atau dua atau 
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lebih, atau mensyartakan yang harus menjual barang yang 

digadaikan ketika utang yang ada telah jatuh tempo dan 

pihak ar-Rahn belum membayar utang yang ada adalah 

al-„Adl. 

Kondisi yang bertentangan dengan apa yang 

ditetapkan akad dikenal sebagai kondisi faasid. Misalnya, 

melarang penjualan barang gadai pada saat utang yang 

ada jatuh tempo, melarang pembayaran utang yang ada 

dengan hasil penjualan barang gadai, atau melarang 

penjualan barang gadai yang diperkirakan akan rusak 

(artinya barang yang digadaikan dikhawatirkan rusak 

sedangkan hutang yang ada belum jatuh tempo). atau 

mensyaratkan agar barang yang digadaikan dijual dengan 

harga berapa pun, ataupun mensyaratakan barang yang 

digadaikan tidak boleh djual kecuali dengan harga yang 

sesuai dengan keinginan pihak ar-Rahn. Bentuk-bentuk 

syarat seperti ini adalah syarat yang faasid, karena 

bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad ar-

Rahn. Sebeb itu syarat-syarat seperti ini biasanya 

menyebabkan terhalangnya pelunasan utang dan ini 

bertentangan dengan tujuan yang dikehendaki dari akad 

ar-Rahn.
32
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B. Gadai Sebagai Piutang dan Pembiayaan Dalam Ekonomi 

Syariah 

1. Gadai Sebagai Piutang 

Hisab mudayyan/piutang ialah tagihan yang 

timbul dari transaksi jual beli dan/atau ijarah berdasarkan 

akad murabahah, salam, istishna‟, dan/atau ijarah.
33

 

Menurut Kieso, et. al., (2007: 346), “Piutang adalah 

klaim uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau 

pihak-pihak lainnya”. Menurut Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.43 menyatakan bahwa: 

“Piutang adalah jenis pembiayaan dalam bentuk 

pembelian dan atau pengalihan piutang atau tagihan 

jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari 

transaksi usaha”. Piutang usaha menurut Ikatan 

Akuntansi Indonesia dalam pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.9 meliputi piutang yang 

timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa 

dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa piutang merupakan hak klaim yang harus diterima 

perusahaan akibat adanya aktivitas bisnis perusahaan 

berupa penjualan barang dan penyerahan jasa yang 

dilakukan secara kredit atau pembayarannya diperoleh 
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diwaktu yang akan datang kepada konsumen individu 

ataupun badan usaha.
34

  

Masih banyak di antara warga masyarakat yang 

keliru memberikan pandangan tentang gadai sebagai 

sebuah kenyataan. Dalam kehidupan masyarakat sehari-

hari, gadai sering dipandang sebagai salah satu cara 

untuk mendapatkan utang. Bukannya ada utang lebih 

dahulu baru terjadi gadai. Hal ini dapat terjadi karena 

disebabkan barang debitur harus ada lebih dahulu dan 

dijadikan ukuran utama dalam menentukan besar 

kecilnya utang. Sering dijumpai ada warga masyarakat 

yang ketika sedang terdesak tidak mempunyai persedian 

uang tunai atau memang tidak mempunyai uang, dengan 

membawa barang bergerak miliknya mencari seseorang 

yang dapat memberikan pinjaman uang. Setelah bertemu 

dengan debitur dan barang tersebut kemudian ditaksir 

nilainya, lalu terjadilah kesepakatan harga gadai. Jadi, 

dalam gadai bagi masyarakat awam, seolah-olah 

perbuatan itu bagaikan mnejual barang untuk sementara 

                                                             
34

 Sufyati HS, dkk. Analisis Laporan Keuangan, (Cirebon: Insania, 

2021), h. 37. 



 74 

waktu kepada seseorang yang nantinya dalam waktu 

tertentu akan dibeli kembali oleh pemiliknya semula.
35

  

Dewan Syariah Negara-Majelis Ulama Indonesia 

No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Dikatakan 

bahwa pinjaman dalam bentuk hutang rahn 

diperbolehkan dengan mengambil barang sebagai 

jaminan, berikut merupakan fatwa DSN MUI tentang 

rahn:
36

 

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk 

menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin 

(yang menyerahkan barang dilunasi).  

2. Marhun manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada 

prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh 

murtahin kecuali seizing rahn, dengan tidak 

mengurangi nilai marhun dan pemanfaatnya itu 

sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 

perawatannya. 

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada 

dasarnya kewajiban rahn, namun dapat dilakukan 
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juga oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan 

penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. 

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun 

tidak boleh ditentukam berdasarkan jumlah pinjaman. 

5. Penjualan marhun  

a) Apabila jatuh tempo, murtahin memperingatkan 

rahin untuk segera melunasi utangnya 

b) Apabila rahin tidak tetap tidak dapat melunasi 

utangnya, maka marhun dijual/dilelang melalui 

lelang sesuai syariah  

c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk 

melunasi utang, biaya pemeliharaan dan 

penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 

penjualan 

d) Kelebihan hasil penjualan dari marhun menjadi 

milik rahin dan kekurangannya menjadi 

kewajiban rahin. Gadai piutang, apabila piutang 

dikuasai oleh bank dan bank dikuasakan untuk 

menagih langsung kepada pelanggan, dengan 

berpedoman kepada ketentuan kepada ketentuan 
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Pasal 1150, Pasal 1152, dan Pasal 1153 KUH 

Perdata yang berbunyi:
37

 

“Pasal 1150 

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur 

atas suatu barang bergerak, yang diserahkan 

kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, 

sebagai jaminan atas utangnya, dan yang 

memberi wewenang kepada kreditur untuk 

mengambil pelunasan piutangnya dari baranng 

itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain: 

dengan pengecualian biaya penjualan sebagai 

pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai 

pemilikan atau penguasaan, dan biaya 

penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan 

setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan 

yang harus didahulukan.  

Pasal 1152 

Hak gadai atas barang beregrak yang berwujud 

dan atas piutang bawa timbul dengan cara 

menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan 
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kreditur atau pihak ketiga yang disetujui oleh 

kedua belah pihak. 

Hak gadai itu tidak mungkin ada atas barang 

yang tetap berada dalam kekuasaan debitur atau 

orang yang memberikan gadai atau yang 

dikembalikan atas kehendak kreditur.  

Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari 

kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang 

itu hilang atau diambil dari kekuasaannya, maka 

ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut 

pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah 

kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak 

pernah hilang. 

hak tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk 

bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa 

mengurangi hak orang yang telah kehilangan 

atau kecurian barang itu untuk menuntutnya 

kembali. 

Pasal 1153 

Hak gadai atas barang bergerak yang tidak 

berwujud kecuali surat unjuk dan surat-bawa, 

lahir dengan pemberitahuanmengenai 
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penggadaian itu kepada barang yang kepadanya 

hak gadai itu harus dilaksanakan. Oranng ini 

dapat menuntut bukti tertulis mengenai 

pemberitahuan itu dan mengenai izin dari 

pemberi gadainya.”
38

 

2. Gadai Sebagai Pembiayaan  

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak 

lain yang diwajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu dengan imbalan atau bagi hasil.
39

 Dalam 

kapasitasnya sebagai lembaga yang bertindak sebagai 

perantara keuangan, bank tidak hanya menerima uang 

dari masyarakat umum tetapi juga menyalurkannya 

dalam bentuk kredit atau pembiayaan tergantung pada 

keuntungan riil (margin) atau bagi hasil (profit sharing) 

yang dimaksudkan. 
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Istilah "pembiayaan" digunakan dalam arti luas 

untuk merujuk pada uang yang diberikan untuk 

mendukung investasi yang direncanakan, baik yang 

dilakukan oleh individu atau sekelompok orang. 

Sedangkan definisi pembiayaan yang digunakan untuk 

menggambarkan pendanaan yang diberikan kepada 

konsumen oleh lembaga keuangan seperti bank syariah 

adalah definisi pembiayaan yang lebih terbatas/sempit. 

Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal menurut 

sifat penggunaannya yaitu sebagai berikut: 

1. Pembiayaan produktif adalah biaya yang ditunjukkan 

untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, 

yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, 

perdagangan maupun investasi.  

2. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, 

yang akan habis digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan.
40

 

Berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara 

lembaga keuangan dengan pihak lain, pihak yang dibiayai 

dan/atau difasilitasi oleh dana wajib mengembalikan dana 
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tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, 

tanpa imbalan atau bagi hasil. Oleh karena itu, dalam 

praktiknya, pembiayaan ialah: 

1. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan 

dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai 

ekonomi yang sama di kemudian hari. 

2. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam 

perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa 

(prestasi dan kontrak prestasi) yang keduanya 

dipisahkan oleh unsur waktu. 

3. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana 

seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan 

tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas 

pertimbangan tertentu pula.
41

 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) dalam menteapkan fatwa No. 92 Tahun 2014 

ini dilatar belakangi oleh beberapa hal yaitu:   

Pertama, fatwa-fatwa DSN-MUI tentang rahn 

dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha 

berbasis rahn, fatwa-fatwa tentang rahn yang ada masih 

berkutat pada hukum dan mekanisme rahn secara sempit, 
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belum mencangkup pada usaha-usaha yang lain yang 

berkaitan dengan rahn. Hal ini tentu akan membawa 

dilema tersendiri bagi pihak-pihak yang menginginkan 

usahanya maju dan berkembang dengan berbasis pada 

transaksi rahn (gadai). 

Kedua, Lembaga Keuangan Syariah memerlukan 

fatwa terkait pengembangan usaha berbasis rahn. Sebagai 

lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, Lembaga 

Keuangan Syariah tentunya harus memiliki pijakan atau 

landasan hukum dalam melaksanakan transaksinya. 

Landasan hukum tersebut haruslah berprinsip syariah. 

Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga 

Negara yang berwenang menetapkan fatwa seputar 

kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis syariah, dituntut 

untuk selalu cermat dan cepat dalam memberikan jawaban 

atas permasalahan yang ada, utamanya dalam 

pengembangan usaha yang berbasis rahn pada Lembaga 

Keuangan Syariah.  

Dasar hukum dibolehkannya praktik akad/transaksi 

rahn (gadai) adalah: Firman Allah SWT dalam Qur’an 

Surat Al-Baqarah (2): 283 yang artinya “Dan jika kamu 

dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh 

seorang juru tulis, maka hendaklah ada barang 
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tanggungan yang dipegang…”, QS. Al-Maidah (5):1 yang 

artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-

aqad itu…”, QS. Al-Isra (17): 34 yang artinya “Dan 

pebuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungan jawabnya”.
42

 

Dewan Syariah Nasional (DSN) menggunakan ayat-

ayat al-Qur’an diatas sebagai dasar utama dalam 

menetapkan fatwa pembiayaan yang disertai dengan gadai 

(Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn). Jika dicermati satu 

per satu, mulai dari QS. Al-Baqarah: 283, QS. Al-Maidah: 

1, hingga QS. Al-Isra’: 34, telah menunjukkan dasar 

bermuamalah yang tepat, khususnya dalam akad rahn 

(gadai).  

Dalam firman Allah SWT memberikan aturan dan 

petunjuk, sehingga ketika seseorang melakukan 

akad/transaksi tanpa juru tulis, harus ada barang sebagai 

tanggungan. Hal ini sangat penting bagi setiap orang yang 

melakukan akad karena akan memberikan jamina 
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kepastian terhadap pemenuhan kewajiban kepada subyek 

akad.
43

 

Segala bentuk pembiayaan/penyaluran dan lembaga 

keuangan syariah (LKS) dapat dijaminkan dengan agunan 

(rahn) sesuai dengan ketentuan dalam fatwa ini. Adapun 

fatwa tentang pembiayaan yang disertai Rahn (at-Tamwil 

al- Mautsuq bi al-Rahn) yaitu: ketentuan umum ketetapan 

ini adalah: 

1. Akad Rahn adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-

MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn; 

fatwa DSN-MUI Nomor:  

2. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas; dan fatwa  

DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang 

Rahn Tasjily; 

3.  Akad Jual beli (al-bai‟) adalah sebagaimana dalam 

fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 

tentag Jual-Beli Istishna’; 

4. Akad Qardh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-

MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-

Qardh; 
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5. Akad Ijarah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-

MUI Nomor 09/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan 

Ijarah; 

6. Akad Musyarakah adalah sebagaimana dalam fatwa 

DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Musyarakah; 

7. Akad Mudharabah adalah sebagaimana dalam fatwa 

DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). 

8. Ta‟widh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI 

Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi 

(Ta‟widh); 

9. Akad amanah adalah akad-akad yang tidak 

melahirkan kewajiban untuk bertanggungjawab 

terjadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, 

hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya);
44
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